BAB YV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengembangan kompetensi teknis pada Jabatan Fungsional di Biro
Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Organisasi dianalisis oleh peneliti dengan mengacu pada
Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi
Pegawai Negeri Sipil bahwa pengembangannya bisa melalui pendidikan
dan pelatihan dan Teori Distinctive Competence menurut Day and Wensley
(1988) mengenai keahlian khas tenaga kerja, dan kemampuan khas sumber
daya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang bisa
diambil yaitu analisis jabatan belum dikatakan sempurna karena kurang
adanya link and match antara kebutuhan kompetensi untuk melaksanakan
tugas. Pada pengembangan kompetensi melalui pendidikan, masih terdapat
9 (sembilan) Jabatan Fungsional yang memiliki kesenjangan dengan
kualifikasi pendidikan pada jabatannya dan kurangnya informasi dari
penyedia beasiswa. Lalu kurangnya program pelatihan dan pengembangan
bagi pegawai. Pelatithan nonklasikal belum terlalu diimplementasikan
dengan baik dan hanya memiliki 4 (empat) jenis pelatihan yang petunjuk
teknisnya sudah jelas. Dalam pelaksanaannya juga belum ada SOP atau
pencatatan yang rapi terkait hal itu. Anggaran masih menjadi kendala utama
dalam pelaksanaan pelatihan dikarenakan anggaran terbatas tetapi
kebutuhan pengembangan kompetensinya sangat banyak. Strategi yang bisa
dilakukan yaitu dengan mengikuti pelatihan nonklasikal belajar mandiri
juga mengutamakan jatah pelatihan utama untuk kebutuhan urgensi
pegawai dalam jabatannya. Lalu pegawai juga harus giat mencari informasi
pelatihan gratis dari luar demi pemenuhan pengembangan kompetensi dan

peningkatan kompetensi pegawai.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, analisis

pengembangan kompetensi teknis Jabatan Fungsional di Biro Kepegawaian

dan Organisasi bisa melakukan beberapa peningkatan atau usaha stratejik

untuk memenuhi kebutuhan pengambangan kompetensi teknis yang

strategis dan sesuai dengan jabatannya. Di bawah ini merupakan saran yang

diberikan oleh peneliti sebagai berikut.

1.

Bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi bisa mengkaji kembali Analisis Jabatan yang ada pada
Jabatan Fungsional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat
yang menduduki jabatan tersebut, atasannya, dan para pemangku
kepentingan lainnya dan melakukan pemetaan kompetensi yang
dibutuhkan untuk setiap jabatan. Pemetaan ini  harus
mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman,
dan keterampilan karena jika masih belum sesuai bisa berpengaruh
kepada standar kompetensi jabatan pegawai.

Bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi membuat membuat tim pengelola beasiswa untuk
saraana dan media penyebaran informasi mengenai pengembangan
kompetensi melalui pendidikan.

Bagi pegawai yang sudah mengembangkan kompetensi melalui
pendidikan bisa bergabung dalam grup belajar bersama di kantor
untuk transfer ilmu bisa dijadikan sebagai salah satu upaya
pemenuhan kompetensi yang harus dimiliki. Kegiatan ini bisa
dilakukan dari pegawai lain yang sudah cakap dalam pekerjaan
tersebut sehingga mampu meningkatkan kompetensi atau mengatasi
kesulitan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Selain itu juga bisa
bergabung dengan komunitas profesional yang terkait dengan bidang
pekerjaan jabatan tersebut untuk membantu tetap up to date dan

mendapatkan pembelajaran dari ahlinya atau orang yang
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berpengalaman dalam bidangnya. Komunitas seperti ini bisa dijadikan
salah satu pilihan yang mudah dan cukup murah, bahkan bisa
dilakukan secara lebih santai dalam proses bimbingan atau
pembelajarannya, tetapi tetap memenuhi tujuan peningkatan

kompetensinya.

. Bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi bisa membuat strategi dan pengembangan kompetensi
secara khusus bagi Jabatan Fungsional dengan bekerja sama dengan
instansi pembina masing-masing guna memaksimalkan kompetensi
teknisnya masing-masing agar ciri khas Jabatan Fungsional bisa
dikembangkan secara maksimal dan mampu mencapai tujuan
oragnisasi.

. Menjadikan pelatihan utama yang harus diikuti adalah pelatihan yang
bisa memenuhi kompetensi teknisnya yang masih belum sesuai agar
lebih tepat sasaran. Melakukan pelatihan nonklasikal dengan metode
belajar mandiri sehingga lebih murah anggarannya. Pegawai juga bisa
lebih giat untuk mengikuti pelatihan di luar sana yang menyediakan
pelatihan gratis untuk memenuhi pengembangan kompetensi

teknisnya.
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